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ABSTRAK 
ANALISIS EFEKTIVITAS PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH DAN 
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 
 
ANALYSIS THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL SPENDING GROWTH  
AND FINANCIAL INDEPENDENCE AREAS TO  
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT 
 
Yulianti 
Harryanto 
Syamsuddin 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas 
pertumbuhan belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap produk 
domestik regional bruto. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan 
realisasi anggaran pemerintah serta data produk domestik regional bruto. 
Berdasarkan populasi yang ada, maka dipilih sampel dengan menggunakan data 
panel yaitu laporan target dan realisasi APBD dan nilai PDRB kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan selama 2012-2014. Analisis data yang digunakan 
adalah Regresi Linear Berganda dengan bantuan program SPSS 19. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pertumbuhan belanja daerah 
berpengaruh positif terhadap PDRB dan kemandirian keuangan daerah tidak 
berpengaruh terhadap PDRB.  
 
Kata Kunci: efektivitas pertumbuhan belanja daerah, kemandirian keuangan, 
produk domestik regional bruto 
 
 
This study aims to determine and analyze the effectiveness of regional spending 
growth and local financial independence to regional gross domestic product. The 
population in this study is the realization of the government budget report data as 
well as the regional gross domestic product data. Based on the existing 
population, the selected samples by using panel data that is the target statement 
and realization of the budget and the value of gross domestic product district / 
city in South Sulawesi province during 2012-2014. The data analysis used is 
multiple linear regression with SPSS 19. The results showed that the 
effectiveness of regional spending growth positive effect on the gross domestic 
product and local financial independence has no effect on the gross domestic 
product. 
  
Keyword : the effectiveness of regional spending growth, local financial 
independence, regional gross domestic product 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Undang-
undang tersebut menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada 
pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar 
pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga dengan otonomi daerah 
diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah 
melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator petunjuk adanya 
pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil 
diharapkan berperan dalam meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi 
sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merefleksikan kegiatan ekonomi yang 
dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Oleh karena 
itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi keuangan 
daerahnya secara mandiri. 
Dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja 
pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan pemerintah di 
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era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah 
dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan 
gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan pemerintah daerah 
untuk menggali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan, yang akan 
berdampak pada kemampuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
kegiatan pembangunan daerah.  
Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan-
peranan sumber daya ekonomi yang ditujukan untuk menciptakan kenaikan 
pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya 
pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Pembangunan daerah yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada 
setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan daerah maka 
anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja 
tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang 
dimiliki oleh daerah. 
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan 
dan pelayan pembangunan  di wilayah kawasan timur Indonesia. Sebagai daerah 
otonom Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber pendapatan yang potensial. 
Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi salah satu wilayah mandiri 
yang dapat mensejahterakan masyarakatnya serta dapat menjalankan 
pemerintahannya secara mandiri. Dalam konteks otonomi daerah saat ini, 
realisasi belanja operasi sering lebih besar dari pada belanja modal. Berikut 
perbandingan belanja operasi dan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
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Tabel 1.1 
Realisai Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten/Kota 
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 
 
(dalam jutaan rupiah) 
No Kabupaten/Kota Belanja operasi Belanja modal 
1 Bantaeng 56.333 4.522 
2 Barru  346.810 53.215 
3 Bone  821.880 101.717 
4 Bulukumba  101.062 2.062 
5 Enrekang  338.277 6.442 
6 Gowa  138.669 31.615 
7 Jeneponto  343.636 27.668 
8 Luwu  422.379 78.105 
9 Luwu Utara 402.932 43.349 
10 Maros  440.797 152.171 
11 Pangkep  81.426 11.446 
12 Pinrang  472.829 94.366 
13 Kep. Selayar  303.935 57.867 
14 Sidrap  398.379 77.349 
15 Sinjai  452.429 26.771 
16 Soppeng  401.052 57.097 
17 Takalar  309.342 160.840 
18 Tana Toraja  57.133 5.353 
19 Wajo  536.180 124.771 
20 Pare-Pare 27.973 69 
21 Makassar  1.293.146 208.513 
22 Palopo  371.481 37.568 
23 Luwu Timur 71.248 11.684 
24 Toraja Utara 55.904 1.091 
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, implikasi dari 
pemberian kewenangan otonomi ini menuntut daerah untuk melaksanakan 
pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan 
prasarana publik (public services). Pembangunan tersebut diharapkan dapat 
dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, 
pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan 
banyak memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya: 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. 
2. Mendorong perkembangan perekonomian daerah. 
3. Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang. 
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 
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5. Meningkatkan pendapatan asli daerah. 
6. Mendorong kegiatan investasi  
Banyaknya manfaat yang diperoleh apabila pelaksanaan belanja modal 
dapat dilaksanakan secara mandiri ternyata belum mampu dirasakan oleh 
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari 
pengeluaran untuk belanja operasi lebih besar dari pengeluaran untuk belanja 
modal. Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa 
pembelanjaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan 
meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi 
negara (Darise, 2006:142). 
Tabel 1.2 
Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota 
di Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014 
 
(dalam jutaan rupiah) 
No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 
1 Bantaeng 468.461 557.195 612.149 
2 Barru  506.968 525.760 613.060 
3 Bone  1.111.243 1.319.420 1.423.494 
4 Bulukumba  707.581 858.860 1.022.219 
5 Enrekang  514.073 573.840 729.900 
6 Gowa  835.158 1.033.367 1.269.036 
7 Jeneponto  551.723 708.318 871.316 
8 Luwu  628.443 757.903 900.151 
9 Luwu Utara 659.333 692.905 991.168 
10 Maros  657.615 856.052 1.068.326 
11 Pangkep  733.448 849.665 1.039.106 
12 Pinrang  693.380 795.989 951.940 
13 Kep. Selayar  477.294 594.112 711.383 
14 Sidrap  566.463 730.345 883.107 
15 Sinjai  549.443 625.075 785.689 
16 Soppeng  617.231 725.875 1.009.467 
17 Takalar  626.855 669.581 809.086 
18 Tana Toraja  591.091 591.594 759.431 
19 Wajo  846.245 919.587 1.113.989 
20 Pare-Pare 475.029 565.544 717.429 
21 Makassar  1.966.706 2.335.017 2.396.879 
22 Palopo  525.772 581.369 677.075 
23 Luwu Timur 642.951 679.482 814.888 
24 Toraja Utara 532.723 603.174 698.763 
Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 
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Tabel 1.3 
Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 
Tahun 2012-2014 
 
Wilayah Sulawesi Selatan 
PDRB (Milyar Rupiah) 
2012 2013 2014 
Kepulauan Selayar 2.122,81 2.317,79 2.530,65 
Bulukumba 5.483,24 5.910,22 6.395,65 
Bantaeng 3.234,46 3.525,95 3.805,22 
Jeneponto 4.147,46 4.423,31 4.764,31 
Takalar 3.809,14 4.144,47 4.517,63 
Gowa 8.289,11 9.071,49 9.701,44 
Sinjai 4.366,71 4.707,26 5.035,79 
Maros 9.044,51 9.612,78 10.115,50 
Pangkajene Kepulauan 10.288,64 11.248,99 12.391,77 
Barru 3.000,72 3.238,15 3.453,22 
Bone 13.730,12 13.533,60 14.741,06 
Soppeng 4.259,55 4.567,99 4.876,75 
Wajo 8.819,11 9.424,44 10.286,60 
Sindereng rappang 5.297,54 5.665,20 6.104,75 
Pinrang 7.708,90 8.270,31 8.941,22 
Enrekang 3.021,20 3.197,79 3.385,82 
Luwu 5.915,10 6.373,02 6.929,57 
Tana Toraja 2.793,72 2.997,15 3.193,81 
Luwu Utara 4.911 5.274,63 5.721,30 
Luwu Timur 11.963,26 12.717,58 13.794,39 
Toraja Utara 2.971,71 3.261,43 3.507,40 
Makassar 70.851,04 76.907,41 82.592 
Pare-pare 3.150,26 3.401,32 3.608,58 
Palopo 3.363,25 3.634,87 3.877,03 
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 
Dari data di atas terlihat bahwa realisasi belanja daerah dan PDRB 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat setiap tahunnya. 
Peningkatan tersebut sangat penting untuk dianalisis secara lebih mendalam 
agar dapat dilihat mengenai pengaruh dan kolerasi antara keduanya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 
mengenai “Analisis Efektivitas Pertumbuhan Belanja Daerah dan 
Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Ada beberapa rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai kajian dalam 
penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulisan 
skripsi ini. Rumusan masalah diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil 
keputusan dari akhir penulisan skripsi ini. 
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Adapun pokok-pokok masalah yang dapat diambil untuk penulisan skripsi 
ini adalah sebagai berikut. 
1. Apakah terdapat pengaruh efektivitas pertumbuhan belanja daerah 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 
2. Apakah terdapat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap 
Produk Domestik Regional Bruto. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pertumbuhan belanja daerah 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap 
Produk Domestik Regional Bruto. 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 
1.4.1. Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai efektivitas pertumbuhan 
belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah yang dapat digunakan untuk 
mahasiswa yang menggeluti studi keilmuan bidang Akuntansi Sektor Publik. 
1.4.2. Kegunaan Praktis 
Hasil Penelitian ini memberikan kontribusi dan manfaat bagi pemerintah 
dan dapat memberi stimulan bagi penelitian sejenis. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu: bab 
pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil penelitian 
dan bab penutup. 
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Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulisan. Latar 
Belakang menjelaskan tentang kondisi riil beserta permasalahan yang ada pada 
masyarakat selama ini dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Rumusan 
masalah berupa pertanyaan penelitian yang menjadi suatu titik permasalahan 
yang ada di masyarakat. Tujuan dan kegunaan penulisan menjelaskan 
kelanjutan penelitian ini apakah dapat berkontribusi positif terhadap 
perkembangan penelitian sejenis. Sistematika penulisan merupakan intisari dari 
susunan dan struktur hasil penelitan itu sendiri. 
Bab II merupakan tinjauan pustaka sebagai dasar berpijak dalam 
menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan teori dan 
penelitian terdahulu. Landasan teori berisi tentang teori-teori yang menjelaskan 
konsep mengenai masalah yang diteliti. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai 
variabel pendukung lainnya. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini tidak 
signifikan digunakan sebagai acuan utama dari penelitian ini tetapi memberikan 
kontribusi atau pola pikir yang hampir sama.  
Bab III adalah metode penelitian yang mencakup rancangan penelitian, 
daerah dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data 
serta metode analisi data.  
Bab IV adalah hasil penelitian. Bab ini menguraikan tentang deskripsi 
objek penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang 
telah dilakukan. 
Bab V adalah penutup. Bab terakhir merupakan bagian penutup, yang 
berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk 
penelitian mendatang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1.  Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1.  Teori Pengeluaran Pemerintah 
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 
pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai 
pengeluaran pemerintah dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu teori 
makro dan teori mikro (Prasetya, 2012). 
1. Teori Makro 
Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator 
besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. 
Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula 
pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, 
pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan 
sebagai berikut. 
a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 
b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai 
mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana 
perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara 
tidak langsung. 
c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment 
bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang 
melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada 
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warganya yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung 
kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, 
pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. 
2. Teori Mikro 
Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah 
adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan 
barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. 
Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan 
jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah 
barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan 
permintaan akan barang lain. 
2.1.2.  Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional 
Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 
masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan 
seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi (Tarigan, 2012:46). Perhitungan 
pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar 
dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, 
harus dinyataka dalam nilai riel, artinya dinyatakan dalam harga konstan. 
Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor 
produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan 
teknologi), yang secara tidak langsung menggambarkan kemakmuran daerah 
tersebut. Pertumbuhan wilayah adalah produk dari banyak faktor, sebagian 
bersifat intern dan sebagian bersifat ekstern. Faktor-faktor yang berasal dari 
daerah itu sendiri meliputi distribusi faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, 
modal. Sedangkan salah satu penentu ekstern yang penting adalah tingkat 
permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan daerah 
tersebut. 
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Ada beberapa teori yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 
regional. Tarigan dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Regional menjelaskan 
teori pertumbuhan ekonomi regional terdiri dari teori basis ekspor, teori 
pertumbuhan jalur cepat, teori pusat pertumbuhan, teori neoklasik, model 
kumulatif kausatif dan model interregional. 
a. Teori basis ekspor 
Teori ini membagi sektor produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di 
dalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan non-basis. Kegiatan basis 
adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi 
internal perekonomian wilayah tersebut dan sekaligus berfungsi mendorong 
tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non-basis adalah 
kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. 
Teori basis ekspor menggunakan dua asumsi, yaitu asumsi pokok bahwa 
ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen (independent) dalam pengeluaran, 
artinya semua unsur pengeluaran lain terikat (dependent) terhadap pendapatan. 
Secara tidak langsung hal ini berarti diluar pertambahan alamiah, hanya 
peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah 
karena sektor lain terikat oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain hanya 
meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat.  
Yt = (Et – Mt) + Xt 
dimana :  
Yt = pendapatan daerah  
Et = pengeluaran daerah  
Mt = impor daerah  
Xt = ekspor daerah 
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Beberapa hal penekanan dalam model teori basis ekspor yaitu, antara 
lain. 
a. Bahwa suatu daerah tidak harus menjadi daerah industri untuk dapat 
tumbuh dengan cepat, sebab faktor penentu pertumbuhan daerah adalah 
keuntungan komparatif (keuntungan lokasi) yang dimiliki oleh daerah 
tersebut.  
b. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan dapat dimaksimalkan bila 
daerah yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan komparatif yang 
dimiliki menjadi kekuatan basis ekspor.  
c. Ketimpangan antar daerah tetap sangat besar dipengaruhi oleh variasi 
potensi masing-masing daerah.  
Model teori basis ini adalah sederhana, sehingga memiliki kelemahan-
kelemahan antara lain sebagai berikut. 
1) Menurut Richardson, besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari 
besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah maka 
ekspornya akan semakin kecil apabila dibandingkan dengan total 
pendapatan.  
2) Ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan 
pendapatan daerah. Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan 
pendapatan daerah seperti : pengeluaran atau bantuan pemerintah pusat, 
investasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. 
3) Dalam melakukan studi atas suatu wilayah, multiplier basis yang 
diperoleh adalah rata-ratanya bukan perubahannya. Menggunakan 
multiplier basis rata-rata untuk proyeksi seringkali memberikan hasil yang 
keliru apabila nilai multiplier dari tahun ke tahun. 
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4) Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengganda basis digunakan 
sebagai alat proyeksi maka masalah time lag (masa tenggang) harus 
diperhatikan. 
5) Ada kasus dimana suatu daerah yang tetap berkembang pesat meski 
ekspornya relatif kecil. Pada umumnya hal ini dapat terjadi pada daerah 
yang terdapat banyak ragam kegiatan dan satu kegiatan saling 
membutuhkan dari produk kegiatan lainnya.  
b. Teori pertumbuhan jalur cepat 
Teori pertumbuhan jalur cepat (turnpike) diperkenalkan oleh Samuelson 
pada tahun 1955 (Tarigan, 2012 : 54). Inti dari teori ini adalah menekankan 
bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditi apa yang 
memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena 
potensi alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk 
dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut 
dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu 
relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar 
pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa diekspor (keluar daerah atau luar 
negeri). Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut 
berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. 
Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan 
saling mendukung. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikannya 
dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh 
cepat.  
Selain itu perlu diperhatikan pandangan beberapa ahli ekonomi 
(Schumpeter dan ahli lainnya) yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi 
sangat ditentukan oleh jiwa usaha (entrepreneurship) dalam masyarakat. Jiwa 
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usaha berarti pemilik modal mampu melihat peluang dan mengambil resiko untuk 
membuka lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah 
setiap tahunnya. 
c. Teori pusat pertumbuhan 
Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Poles Theory) adalah satu satu teori 
yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan 
desentralisasi secara sekaligus. Dengan demikian teori pusat pengembangan 
merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang 
saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke 
seluruh pelosok daerah. Selain itu teori ini juga dapat menggabungkan antara 
kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu. 
Dalam suatu wilayah, ada penduduk atau kegiatan yang terkosentrasi 
pada suatu tempat, yang disebut dengan berbagai istilah seperti kota, pusat 
perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat 
pemukiman, atau daerah modal. Sebaliknya, daerah di luar pusat konsentrasi 
dinamakan daerah pedalaman, wilayah belakang (hinterland), daerah pertanian, 
atau daerah pedesaan. 
Keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya 
agglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (economic of scale) atau 
agglomeration (economic of localization) (Tarigan, 2012 : 159). Economic of 
scale adalah keuntungan karena dalam berproduksi sudah berdasarkan 
spesialisasi, sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya per unitnya 
menjadi lebih efisien. Economic of agglomeration adalah keuntungan karena di 
tempat tersebut terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan 
untuk memperlancar kegiatan perusahaan, seperti jasa perbankan, asuransi, 
perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih, tempat-tempat pelatihan 
keterampilan, media untuk mengiklankan produk, dan lain sebagainya. 
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Hubungan antara kota (daerah maju) dengan daerah lain yang lebih 
terbelakang dapat dibedakan sebagai berikut : (1) Generatif : hubungan yang 
saling menguntungkan atau saling mengembangkan antara daerah yang lebih 
maju dengan daerah yang ada di belakangnya; (2) Parasitif : hubungan yang 
terjadi dimana daerah kota (daerah yang lebih maju) tidak banyak membantu 
atau menolong daerah belakangnya, dan bahkan bisa mematikan berbagai 
usaha yang mulai tumbuh di daerah belakangnya; (3) Enclave (tertutup) : dimana 
daerah kota (daerah yang lebih maju) seakan-akan terpisah sama sekali dengan 
daerah sekitarnya yang lebih terbelakang. 
Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu adanya hubungan 
intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya 
multiplier effect (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis, dan bersifat 
mendorong pertumbuhan daerah belakangnya (Tarigan, 2012 : 162). 
d. Teori neoklasik 
Teori Neoklasik (Neo-classic Theory) dipelopori oleh Borts Stein (1964), 
kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Roman (1965) dan Siebert (1969). 
Dalam negara yang sedang berkembang, pada saat proses pembangunan baru 
dimulai, tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung menjadi tinggi 
(divergence), sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu 
yang lama maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung 
menurun (convergence). Hal ini disebabkan pada negara sedang berkembang 
lalu lintas modal masih belum lancar sehingga proses penyesuaian ke arah 
tingkat keseimbangan pertumbuhan belum dapat terjadi. 
Teori ini mendasarkan analisanya pada komponen fungsi produksi. 
Unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, 
tenaga kerja, dan teknologi. Adapun kekhususan teori ini adalah dibahasnya 
secara mendalam pengaruh perpindahan penduduk (migrasi) dan lalu lintas 
modal terhadap pertumbuhan regional. 
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e. Model kumulatif dan kausatif 
Model kumulatif kausatif (cummulative causation models) dipelopori oleh 
Gunnar Myrdal (1975) dan kemudian diformulasikan lebih lanjut oleh Kaldor. 
Teori ini menyatakan bahwa adanya suatu keadaan berdasarkan kekuatan relatif 
dari “spread effect” dan “back wash effect”. Spread effect adalah kekuatan yang 
menuju konvergensi antar daerah-daerah kaya dan daerah-daerah miskin. 
Dengan timbulnya daerah kaya, maka akan tumbuh pula permintaannya 
terhadap produk daerah-daerah miskin. Dengan demikian mendorong 
pertumbuhannya. 
Namun Myrdal yakin bahwa dampak spread effect ini lebih kecil daripada 
back wash effect. Pertambahan permintaan terhadap produk daerah miskin 
tersebut terutama barang-barang hasil pertanian oleh daerah kaya tentu saja 
mempunyai nilai permintaan yang rendah, sementara konsumsi daerah miskin 
terhadap produk daerah kaya akan lebih mungkin terjadi. Para pelopor teori ini 
menekankan pentingnya campur tangan pemerintah untuk mengatasi perbedaan 
yang semakin menonjol. 
f. Model interregional 
Model ini merupakan perluasan dari teori basis ekspor dengan 
menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen. Selain itu, model basis ekspor 
hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah 
tetangga. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, sehingga model 
ini dinamakan model interregional. 
Dalam model ini diasumsikan bahwa selain ekspor, pengeluaran 
pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah itu terikat kepada 
suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat. Dengan 
memanipulasi rumus pendapatan yang pertama kali ditulis Keynes, oleh 
Richardson merumuskan model interregional ini menjadi. 
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Yt = Ct – It – Gt – Xt - Mt 
dimana :  
Yt = pendapatan daerah  
Ct = konsumsi  
It  = investasi  
Gt = pengeluaran pemerintah 
Xt = ekspor 
Mt = impor 
 
Sumber-sumber perubahan pendapatan regional dapat berasal dari. 
1. Perubahan pengeluaran otonomi regional, seperti : investasi dan 
pengeluaran pemerintah. 
2. Perubahan pendapatan suatu daerah atau beberapa daerah lain yang 
berada dalam suatu sistem yang akan terlihat dari perubahan ekspor. 
3. Perubahan salah satu di antara parameter-parameter model (hasrat 
konsumsi marjinal, koefisien perdagangan interregional, atau tingkat 
pajak marjinal).  
 
2.1.3. Keuangan Daerah 
Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah semua 
hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah 
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan 
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut Mamesah 
dalam Halim (2004:18) menjelaskan keuangan daerah sebagai semua hak dan 
kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala 
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 
sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta 
pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Semua hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk memungut sumber-
sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
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perusahaan milik daerah, dan/atau hak untuk menerima sumber-sumber 
peneriamaan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) sesuai peraturan yang ditetapkan. Semua kewajiban yang dimaksud 
adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan 
kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, 
infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi. 
Menurut Halim (2004:20) ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari 
keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Keuangan daerah yang dikelola langsung terdiri atas Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Kekayaan 
daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan 
daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan 
daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau 
kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 
daerah tersebut.  
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah 
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan 
keuangan daerah. 
Najiah (2013:21) mengemukakan pengelolaan keuangan daerah pada 
dasarnya menyangkut 2 (dua) aspek analisis yang saling terkait satu sama 
lainnya yang terdiri dari. 
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1. Analisis penerimaan yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah 
daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan 
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut. 
2. Analisis pengeluaran yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya 
dari suatu pelayanan publik dan faktor yang menyebabkan biaya tersebut 
meningkat. 
Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 66 Ayat 1 menjelaskan bahwa 
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, penyusunan keuangan 
daerah mengacu pada norma dan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut. 
a. Partisipasi masyarakat 
Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses 
penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan 
partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan 
kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. 
b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran 
APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka 
dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber 
pendanaan pada setiap jenis atau objek belanja serta korelasi antara 
besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari 
suatu kegiatan yang dianggarkan. 
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c. Disiplin anggaran 
Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara 
lain bahwa: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan 
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 
pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas 
tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus 
didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam 
jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang 
belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam 
APBD/perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah 
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam 
APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. 
d. Keadilan anggaran 
Pajak daerah, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya yang 
dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan 
untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan 
rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan 
masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi 
diberikan beban yang tinggi pula. 
e. Efisiensi dan efektivitas anggaran 
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat 
menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 
Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan 
efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu 
diperhatikan. 
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(1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta 
indikator kinerja yang ingin dicapai;  
(2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta 
penetapan harga satuan yang rasional. 
f. Taat azas 
APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah didalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan 
peraturan daerah lainnya. 
Berbicara otonomi daerah bukan hanya tentang pelimpahan kewenangan 
dan pembiayaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih 
penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya 
dapat dilihat dari seberapa banyak daerah akan memperoleh dana perimbangan, 
tetapi harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan 
keuangan daerah mampu menciptakan nuansa manajemen keuangan yang adil, 
rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab sebagaimana yang 
tertera dalam undang-undang. 
 
2.1.4. Belanja Daerah 
Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan 
permintaan masyarakat dengan penyedian sarana dan prasarana yang tidak 
dipenuhi oleh swasta. Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 telah diatur 
beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam 
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ketentuan ini yaitu mengenai belanja daerah. Belanja daerah yang dimaksud 
sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja daerah dibagi 
dalam dua bentuk yaitu berdasarkan sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar 
sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja 
barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasar fungsinya 
belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas 
umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta 
perlindungan sosial. 
 Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 
tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi.  
1. Belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk 
kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi 
manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi. 
a. Belanja pegawai. 
b. Belanja barang. 
c. Bunga. 
d. Subsidi. 
e. Hibah. 
f. Bantuan sosial.  
2. Belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk 
perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar 
harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait 
dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap 
digunakan. Belanja modal meliputi. 
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a. Belanja modal tanah. 
b. Belanja modal peralatan dan mesin. 
c. Belanja modal gedung dan bangunan. 
d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. 
e. Belanja modal aset tetap lainnya. 
f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)  
3. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga. Belanja lain-lain atau belanja 
tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya 
tida biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 
bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya 
yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan 
pemerintah pusat atau daerah.  
4. Belanja transfer. Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari 
entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah 
seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke 
kabupaten atau kota serta dana bagi hasil dari kabupaten atau kota ke 
desa.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan 
adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi. 
1. Belanja langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan 
terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung 
terdiri dari belanja. 
a. Belanja pegawai. 
b. Belanja barang dan jasa. 
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c. Belanja modal.  
2. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang 
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 
dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis 
belanja yang terdiri dari. 
a. Belanja pegawai. 
b. Belanja bunga. 
c. Belanja subsidi. 
d. Belanja hibah. 
e. Belanja bantuan sosial. 
f. Belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten atau kota dan 
pemerintahan desa.  
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam 
rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 
provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan 
urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat 
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar 
pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan asli daerah 
maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah 
untuk membiayai belanja daerah. 
 
2.1.5. Kinerja Belanja Daerah 
Analisis belanja daerah sangat penting dilakuakan untuk mengevaluasi 
apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien 
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dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, 
menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat 
sasaran. Kinerja belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah 
dari jumlah yang dianggarkan, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran. 
Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hai 
ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. 
Berdasarkan laporan realisasi anggaran, analisis kinerja belanja daerah dapat 
dilakukan dengan menghitung (Marizka:39). 
1) Varians belanja 
Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih 
antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi 
anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung 
besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan 
dalam bentuk nilai nominal atau persentase. Kinerja pemerintah daerah dinilai 
baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan. 
2) Pertumbuhan belanja 
Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui 
pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya 
belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja 
biasanya diakaitkan dengan penyesuain terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, 
perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuain faktor makro ekonomi. 
Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang 
seimbang. 
3) Keserasian belanja 
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi 
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persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan dengan tujuan 
menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin 
kecil persentase belanja untuk kegiatan operasional. 
4) Efisiensi belanja 
Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat 
penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari 
rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relative. Artinya tidak ada standar 
baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa 
tahun ini belanja pemerintah daerah relative lebih efisien disbanding tahun lalu. 
Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio 
efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka 
mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.  
 
2.1.6. Kemandirian Keuangan Daerah 
Menurut Munir dalam Hanafi dan Mugroho (2009:56) kemandirian 
keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam 
meningkatkan PAD. Kemampuan daerah dalam memobilisasi pendapatan asli 
daerah diukur melalui peranan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin masing-
masing daerah. 
Kemampuan keuangan daerah mengandung arti kemampuan daerah 
untuk membiayai urusan-urusan rumah tangganya dalam melaksanakan 
pemerintahan yang berasal dari pendapatan asli daerahnya. Semakin besar 
kontribusi PAD terhadap APBD, semakin menunjukkan bobot kemandirian dan 
kemampuan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya. 
Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, 
membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar 
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daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan 
keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001:167). 
a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah. 
b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 
c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. 
d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. 
Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan 
pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana 
publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan 
pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan 
untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar 
balanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan 
secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran 
statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun 
pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting 
terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk 
melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22). 
Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah 
harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran 
kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey 
dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam 
pelaksanaan otonomi daerah (Nataluddin,2001:168-169). 
a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah puasat lebih dominan dari 
pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu 
melaksanakan otonomi daerah). 
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b. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai 
berkurang,karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan 
otonomi. 
c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, 
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati 
mampu melaksanakan urusan otonomi. 
d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak 
ada karenadaerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam 
melaksanakan urusan otonomidaerah. 
 
2.1.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Salah satu indikator penting dalam menentukan arah pembangunan 
adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai alat untuk mengetahui 
struktur ekonomi suatu wilayah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah 
yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah 
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi 
suatu wilayah. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran 
dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui 
pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB atas harga berlaku 
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 
harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan 
nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun 
tertentu. PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu 
diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah (BPS, 2013:2). 
Data ini menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya 
alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya dan nilai tambah setiap sektor 
dalam membentuk perekonomian daerah. 
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Nilai PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu: 
(1) Pendekatan produksi 
PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 
berbagai unit produksi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu 
(biasanya satu tahun). Unit-unit tersebut dikelompokkan menjadi 9 
(sembilan) lapangan usaha yaitu: 
a. Pertanian, perternakan dan perikanan 
b. Pertambangan dan penggalian 
c. Industri pengelolaan 
d. Listrik, gas dan air bersih 
e. Konstruksi 
f. Perdagangan, hotel dan restoran 
g. Pengangkutan dan komunikasi 
h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 
i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah 
(2) PDRB pendekatan pendapatan 
PDRB berdasarkan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas 
jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam 
proses produksi di suatu region dalam jangka waktu tertentu yaitu 
satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah 
dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan semuanya 
sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. 
(3) PDRB pendekatan pengeluaran 
Ditinjau dari segi pengeluaran PDRB merupakan jumlah pengeluaran 
konsumsi atau komponen permintaan akhir yang dilakukan oleh 
rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah, investasi serta 
ekspor neto dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 
Rahayu (2011) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh 
Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. 
Hasil penelitiannya menunjukkan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. 
Agustina (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Otonomi 
Daerah, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto Provinsi Bali. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa belanja 
pemerintah berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto Provinsi 
Bali. 
Mone (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengelolaan 
Keuangan Daerah terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep. 
Hasil penelitiannya menunjukkan belanja daerah berpengaruh positif terhadap 
kinerja ekonomi Kabupaten Pangkep. 
Larengkum (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto 
Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa realisasi 
belanja APBD memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan PDRB 
Kabupaten Talaud. Hal ini juga berarti bahwa realisasi belanja daerah 
berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Talaud. 
Prantini (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Pendapatan 
Daerah, belanja modal dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi 
di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PAD, 
belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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Nurhayati (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kemandirian 
Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Provinsi tahun 2008-2013. Hasil 
penelitiannya menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal daerah berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 
Saputra (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh 
Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan 
Kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kemandirian 
keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 
2.3. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
2.4. Hipotesis  
Otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal merupakan hak daerah 
menentukan aturan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah akan lebih 
efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik untuk memenuhi 
kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh 
daerah.  
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan 
daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain 
Efektivitas pertumbuhan 
belanja daerah (X1) 
Kemandirian 
keuangan daerah (X2) 
PDRB (Y) 
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pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan tersebut dikelola oleh daerah 
dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi daerah untuk memenuhi 
kebutuhan daerah melalui belanja daerah. 
Penelitian yang dilakukan Rahayu (2011) menemukan bahwa 
pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustina (2013)  dan 
Larengkum (2014) menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif 
terhadap produk domestik regional bruto. Berdasarkan uraian ringkas diatas 
maka rumusan hipotesis 1 (H1) yaitu: 
H1  :  Efektivitas pertumbuhan belanja daerah berpengeruh positif terhadap 
PDRB 
Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan hasil pengelolaan kekayaan 
daerah akan memberikan dampak pada peningkatan PDRB. Sehingga 
ketergantungan daerah akan bantuan pemerintah pusat akan berkurang. Porsi 
penerimaan PAD merupakan indikator kesuksesan desentralisasi fiskal. 
Pertumbuhan yang terjadi di daerah seharusnya didukung oleh kuatnya PAD, 
karena pada PAD  terdapat unsur pajak daerah dan retribusi daerah serta 
sumber pendapatan lain yang dikelola daerah secara mandiri. 
PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 
ekonomi asli daerah. Kenaikan PAD merupakan akses dari pertumbuhan 
ekonomi. Selain PAD sumber pendapatan daerah lainnya adalah dana 
perimbangan. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat, 
maka stimulus yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari 
PAD. Saat belanja daerah lebih besar bergantung pada dana perimbangan 
daripada PAD maka kemandirian daerah dalam memaksimalkan potensi 
ekonomi daerah masih kurang. 
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Penelitian Nurhayati (2015) menemukan bahwa kemandirian fiskal daerah 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian penelitian 
Saputra (2015) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka 
rumusan hipotesis 2 (H2) yaitu: 
H2   :  Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap PDRB 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1.  Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang dikemukankan dalam penelitian ini adalah 
rancangan penelitian kuantitatif untuk mengetahui efektivitas pertumbuhan 
belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya  terhadap 
Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah lingkup kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Estimasi waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan, mulai 
dari pengumpulan data yang ada hingga observasi langsung di lapangan. 
 
3.2.  Daerah dan Waktu Penelitian 
Adapun yang menjadi objek penelitian bertempat di lingkup 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan 
untuk melakukan penelitian diperkirakan selama tiga bulan. 
 
3.3.  Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi pendapatan 
dan belanja serta PDRB yang didapat dari Direktorat Jenderal Keuangan 
Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan populasi yang ada, maka dipilih sampel dengan menggunakan data 
time series dan cross section atau panel data dari tahun 2012-2014 tentang 
belanja daerah dan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
3.4.  Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang 
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tersedia (Azwar, 2001:91). Data yang digunakan meliputi: PDRB dan Laporan 
Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan dan BPS 
Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan data yang digunakan adalah time series 
dan cross section atau panel data dari tahun 2012-2014. 
 
3.5.  Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode data sekunder yaitu, data 
yang diperoleh dari studi pustaka dan pihak-pihak lain yang memberikan data 
yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. 
 
3.6.  Metode Analisis Data 
Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variabel 
independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah PDRB dan variabel independen dalam penelitian ini adalah efektivitas 
pertumbuhan belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah. Untuk menguji 
kebenaran hipotesis yang diajukan, maka model yang digunakan adalah model 
regresi linear berganda. Model yang digunakan dapat diformulasikan sebagai 
berikut: 
Pengaruh efektivitas pertumbuhan belanja daerah dan kemandirian 
keuangan daerah terhadap PDRB dirumuskan sebagai berikut: 
 Y = f (X1, X2)  ....................................................................................... (1) 
Berdasarkan fungsi pertama, maka keterkaitan variabel pada fungsi 
pertama dirumuskan melalui cob douglas sebagai berikut: 
Y = αβ1 X1(t-1) β2 X2 eµ ............................................................................... (2) 
Bentuk olahan data diatas kemudian diturunkan menjadi bentuk logaritma 
natural sebagai berikut: 
Ln Y= Ln α + β1Ln X1(t-1) + β2Ln X2 μ ...................................................... (3) 
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Dimana: 
Y = PDRB   
X1 = Efektivitas pertumbuhan belanja daerah 
X2 = Kemandirian keuangan daerah 
α = Intercept 
β1 dan β2 = Koefisien regresi 
μ     = Error term 
 
3.7.  Definisi Operasional 
1) Efektivitas pertumbuhan belanja daerah 
Efektivitas pertumbuhan belanja daerah di ukur dengan menggunakan 
rumus. 
 
 
 
Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui 
pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya 
belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja 
biasanya diakaitkan dengan penyesuain terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, 
perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuain faktor makro ekonomi. 
Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang 
seimbang.  
2) Kemandirian keuangan daerah  
Kemandirian keuangan daerah dilihat dengan menggunakan rasio: 
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷)
𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡/𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 +  𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 
 𝑥 100% 
 
Tabel 3.1 
Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
 
Kemampuan 
Keuangan Daerah 
RKKD Pola Hubungan 
Rendah Sekali  0,00% - 25,00% Instruktif 
Rendah  25,01% - 50,00% Konsultatif 
Sedang  50,01% - 75,00% Partisipatif 
Tinggi  75,01% - 100% Delegatif 
Sumber : Wulandari(2001: 20) 
Pertumbuhan Belanja Tahun t =
Belanja Tahun t − Belanja Tahun t − 1
Belanja Tahun t − 1
 x 100% 
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3) PDRB  
PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam 
suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah. 
 
3.8.  Rancangan Pengujian Hipotesis 
Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 19, dan untuk mengetahui tingkat 
signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (efektivitas 
pertumbuhan daerah dan kemandirian keuangan daerah) terhadap variabel 
dependen (PDRB). 
3.8.1.  Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
R2 menjelaskan seberapa besar peranan variable independen terhadap 
variabel dependen, semakin besar R2 semakin besar peranan variabel dalam 
menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1. 
3.8.2.  Uji FStatistika 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 
yang digunakan dalam model regresi secara bersama- sama berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Dimana nilai F rasio dari koefisien regresi kemudian 
dibandingkan dengan niai F tabel. Dengan kriteria uji,  
jika Fhitung >Ftabel maka H0 ditolak  
jika Fhitung <Ftabel maka H0 diterima  
Dengan tingkat signifikansi sebesar 10% (α = 0,10). 
3.8.3.  Uji t Statistika 
Pengujian terhadap koefisien regeresi secara parsial dilakukan dengan 
uji-t. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial 
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antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan 
bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikansi 
sebesar 10% (α = 0,10), nilai t hitung dari masing‐masing koefisien regresi 
kemudian dibandingkan dengan nilai t-tabel. Jika t‐hitung > t‐tabel dengan 
prob‐sig α = 10% (α = 0,10) berarti bahwa masing‐masing variabel independen 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1.  Kesimpulan 
Berdasrkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
1. Efektivitas pertumbuhan belanja daerah memiliki pengaruh positif 
terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin 
tinggi tingkat pertumbuhan belanja daerah maka semakin tinggi pula 
PDRB. Hasil penelitian ini didukung dengan teori pengeluaran pemerintah 
yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap berbagai 
kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan 
mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara, maka jika dikaitkan 
dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi 
belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin 
besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah. 
2. Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diakibatkan 
tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Terlihat dari pendapatan daerah 
Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dominan bersumber dari 
dana transfer dibandingkan PAD. Dengan kata lain ketergantungan 
daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan 
dari PAD.  
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5.2.  Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan 
beberapa saran: 
1. Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan perlu lebih 
berusaha meningkatkan PAD melalui: 
a. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib 
pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam 
administrasi serta tertib dalam penyetoran. 
b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah 
sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang 
berlaku. 
c. Mengadakan pendekatan yang persuasive kepada wajib pajak agar 
memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan dan lain 
sebagainya. 
2. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam 
perkembangan APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 
menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga 
akan lebih lengkap. 
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LAMPIRAN 2 
Hasil Pengolahan Data 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,027 2 ,013 1,717 ,204a 
Residual ,164 21 ,008   
Total ,191 23    
a. Predictors: (Constant), KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS 
PERTUMBUHAN BELANJA 
b. Dependent Variable: PDRB 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,343 ,282  11,841 ,000 
EFEKTIVITAS 
PERTUMBUHAN 
BELANJA 
,087 ,066 ,267 1,318 ,202 
KEMANDIRIAN 
KEUANGAN DAERAH 
,043 ,036 ,242 1,192 ,246 
a. Dependent Variable: PDRB 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 ,375a ,141 ,059 ,08831 ,141 1,717 2 21 ,204 
a. Predictors: (Constant), KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS PERTUMBUHAN 
BELANJA 
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LAMPIRAN 3 
 
Data variabel yang sudah dilogaritma natural (Ln) 
 
LnX1 LnX2 LnY 
3,54 3,14 3,27 
2,9 3,00 3,24 
3,68 3,14 3,28 
3,69 2,89 3,09 
3,71 2,94 3,19 
4,11 3,58 3,2 
3,86 2,3 3,1 
3,5 2,83 3,12 
3,98 3,04 3,32 
4,23 3,5 3,13 
3,98 3,66 3,15 
3,6 3,09 3,04 
3,93 2,71 3,11 
3,84 3,04 3,16 
3,81 2,64 3,17 
4,2 2,89 2,95 
3,78 3,09 3,16 
3,52 3,18 3,11 
3,75 3,22 3,12 
3,64 3,78 3,02 
3,59 4,69 3,29 
3,48 3,43 3,24 
3,6 3,95 3,13 
3,86 2,48 3,08 
 
 
 
 
 
 
 
